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atung bergambar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan petani sawit itu tak terurus. 
Berdiri sejajar, dengan simbol khas keduanya - TNI dengan seragam militernya dan 

petani dengan seragam taninya sambil membawa buah sawit. Patung itu dipenuhi oleh 

semak belukar. Pada injakan kaki keduanya, terdapat tulisan ͺKemanunggalan TNI-Rakyatͻ, 

yang masih bisa dibaca, meski lumut hitam sudah menyelimutinya. 
 

Patung itu seakan-akan menjadi simbol kegagalan investasi sawit di Tanah Papua. Investasi 

yang dulunya digadang-gadang dapat membangun Tanah Papua dan mensejahterakan 

rakyatnya, berakhir tragis. Segala bentuk keterpurukan masih menyelimuti masyarakat 
Papua, meski sudah ada investasi sawit. Gelontoran fulus besar itu hanya menciptakan model 

kemiskinan baru di Tanah Papua dan menciptakan kerusakan lingkungan yang masif 

(Runtuboi et al, 2021). 
 

Tentu ini anomali. Secara teoritis, investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

(Carbonell & Werner, 2018; Ahamed, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, 

mencerminkan pertumbuhan pendapatan masyarakat dan pembangunan fisik yang semakin 
membaik (Du et al, 2022; Zhang & Cheng, 2023). Secara kuantitatif ini dapat dihitung dari 

berbagai pendekatan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diformulasi oleh para ilmuwan 

ekonomi (Khaled et al, 2006; Mihaela et al, 2017). 

 
Problemnya, teori itu tidak terjadi di investasi sawit di Tanah Papua. Kenapa? Kajian ini 

mencoba menjawab hal tersebut. 
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Kami menggunakan pendekatan Cost-Benefit Analysis (CBA) untuk menelusuri hal ini. CBA 

merupakan salah satu cara untuk menghitung secara kuantitatif berapa beban/biaya (cost) 
atau dampak yang ditimbulkan dari investasi dan berapa manfaat (benefit) yang dihasilkan 

dari investasi tersebut (Tangvitoontham &  Chaiwat, 2012; Florio & Vignetti, 2013). CBA 

berperan untuk mengukur dampak utuh dari sebuah investasi dengan mempertimbangkan 
berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan (Brown, 2004). Dalam konteks 

mengevaluasi dampak investasi sawit di Tanah Papua penggunaan CBA sangat relevan. 

 

Ada dua instrumen dalam pendekatan CBA yaitu, beban/biaya dan manfaat (ADB, 2013). 
Dalam menghitung beban/biaya, digunakan pendekatan valuasi ekonomi lingkungan 

(Feuillette et al, 2016; Joseph et al, 2020). Rasionalnya, investasi berbasis hutan dan lahan 

memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan (Mighri et al, 2022; Doytch et al, 2024).  
 

Investasi di perkebunan sawit membuka hutan dan lahan yang luas (Andrianto et al, 2019). 

Prosesnya dimulai dengan membersihkan lahan (land clearing), membudidayakan tanaman, 

merawat tanaman, memproduksi dan mengolahnya (Purnomo et al, 2018). Dalam alur proses 
tersebut, banyak dampak lingkungan yang ditimbulkannya (Shigetomi et al, 2020; Mesmin et 

al, 2022). Secara kuantitatif, dampak tersebut dapat dihitung (Acosta & Curt, 2019). 

 

Instrumen kedua yaitu manfaat. Investasi memberikan manfaat ekonomi, berupa nilai tambah 
ekonomi pada sektor-sektor tertentu, pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat (Carbonell & Werner, 2018; Ahamed, 2022). Dalam ilmu ekonomi, 

manfaat investasi ini dapat diukur. Salah satunya menggunakan analisis input-output 
(Mendoza, 2023). Secara sederhana, analisis input-output memberikan perhitungan nilai 

tambah yang dihasilkan (output) oleh setiap nilai yang diinvestasikan (input). Nilai tambah ini 

bisa bersifat sektoral maupun agregat (Lima & Banacloche, 2022). 

 
Selain analisis input-output, manfaat investasi bisa dihitung dari pendapatan yang diterima 

langsung oleh negara dari aktivitas investasi tersebut (KPK, 2016; Acosta & Curt, 2019). 

Pendapatan ini bisa berupa pendapatan pajak maupun pendapatan non pajak (PNBP). Di 

sektor sawit, pendapatan ini bisa dihitung dari pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pungutan Ekspor (PE) dan Bea 

Keluar (BK) (KPK, 2016). Semua komponen ini dihitung sebagai manfaat dari investasi 

(Acosta & Curt, 2019). 
 

Perbandingan antara beban/biaya dan manfaat tersebut menghasilkan rasio, yaitu Cost-

Benefit Ratio (CBR). Nilai CBR kurang dari satu, berarti nilai manfaat yang diterima lebih besar 

dari nilai biaya yang ditimbulkan. Artinya, investasi memberikan dampak positif bagi 
perekonomian. Sebaliknya, nilai CBR besar dari satu, berarti nilai biaya yang ditimbulkan lebih 

besar dari nilai manfaat yang dihasilkan atau berdampak negatif bagi perekonomian. Rasio 

ini memberikan makna riil terhadap kebijakan investasi (Tangvitoontham &  Chaiwat, 2012; 

Florio & Vignetti, 2013). 
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Tentu kami tidak semata menghasilkan kajian yang kuantitatif ini dalam laporannya. Kami 

memahami, pendekatan ekonomi yang mengandalkan analisis kuantitatif semata akan 
menjebak kita untuk tidak memahami secara utuh konteks riil yang terjadi di lapangan. 

Padahal, dibalik angka itu ada cerita panjang yang terjadi penuh dengan dinamika, baik secara 

sosial maupun lingkungan. Kami sangat memahami itu. 
 

Karena itu, reportase langsung ke berbagai sumber kami lakukan di Tanah Papua. Kami 

menelusuri setiap sisi investasi sawit di sana. Kami mencari data dan informasi dari berbagai 

sumber yang langsung berada pada ruang-ruang terjadinya investasi tersebut. Menariknya 
dari data dan informasi historikal, terungkap fakta terkini dari investasi sawit di Tanah Papua. 

Cerita-cerita ini dipadukan dengan CBA. Karena kami ingin angka-angka pada CBA tersebut 

mempunyai ceritanya sendiri. 
 

Kami paham, di balik data, ada cerita. 

Silakan membaca kajian ini! 
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Investasi Sawit di Tanah Papua 
 

 

 
 

 

 
;Lebih banyak pahitnya, dibanding manisnya. Itulah potret investasi sawit di Tanah 
Papua. Gelontoran modal skala besar di sektor ini telah menjadi penyakit akut bagi 
sebagian besar masyarakat Papua. Bukan menikmati kesejahteraan dari investasi 
tersebut, mereka terkungkung dalam kemiskinan. Hidup dalam kondisi lingkungan 

yang rusak. Dan diintimidasi ketika mereka menuntut hak-haknya yang dirampas oleh 
korporasi sawit΄. 

 

 
erusuhan kembali terjadi di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat 

Daya. Pada 4 Oktober 2022, pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polisi Daerah 

Provinsi Papua Barat membongkar Palang Adat Masyarakat Suku Moi, yang berada 

tidak jauh dari kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) miliki PT Henrison Inti Persada (PT HIP). 
Ini memicu unjuk rasa besar-besaran oleh Masyarakat Adat Suku Moi pada esok harinya. 

Meski tak ada korban jiwa. Tragedi ini menimbulkan luka mendalam bagi Masyarakat Adat 

Suku Moi. 
 

Tentu ini bukan kejadian pertama kalinya. Pada Juli 2022, kejadian yang sama pernah terjadi. 

Palang Adat Masyarakat Adat Suku Moi, waktu itu, juga dibongkar paksa oleh pihak 

perusahaan. Padahal, Palang Adat adalah salah satu simbol perlawanan Masyarakat Adat 
Suku Moi yang menolak keberadaan PT HIP di tanah adatnya. Tanah yang selama ini menjadi 

sumber penghidupan Masyarakat Adat Suku Moi. 

 
;Kami berjuang mendapatkan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh PT HIP. Tanah kami 

telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, janji perusahaan untuk memberikan 

kesejahteraan masyarakat, hanya janji belaka. Pembongkaran Palang Adat oleh perusahaan 

dan aparat keamanan telah menginjak-injak harga diri Masyarakat Adat Suku Moi. Kami akan 
terus menuntut hak kami. Hutan ini adalah sumber penghidupan kami΄, ujar Philippi Klaom, 

Kepala Marga Klaom, yang ditemui di rumahnya di Kampung Klawana pada 11 Maret 2024. 

Philippi adalah salah satu bagian dari Masyarakat Adat Suku Moi yang tanah adatnya telah 

dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh PT HIP. 
 

Masih di Kabupaten Sorong, tepatnya di Distrik Moisigin, investasi di sektor perkebunan sawit 

juga menimbulkan problem di tengah masyarakat. Sejak PT Inti Kebun Sawit (PT IKS) dan PT 
Inti Kebun Sejahtera (PT IKSJ) beroperasi pada 2008, bukan kesejahteraan yang didapatkan 

oleh masyarakat, tapi nestapa. 

K 
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Hutan adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan Masyarakat Adat Suku Moi (Marga 

Masinau, Marga Kutumun, Marga Klafin, dan Marga Klagaf) telah beralih fungsi menjadi 
perkebunan sawit. Kesejahteraan yang dulu dijanjikan pihak perusahaan - kebun plasma, 

pekerjaan di perusahaan dan bantuan sosial lainnya, ternyata tidak terealisasi. Hanya janji 

pemanis untuk mendapatkan lahan masyarakat.  
 

;Kami sudah ditipu oleh perusahaan, kebun plasma yang dijanjikan dulu, tak kunjung ada, 

kami hanya diberikan dana talangan setiap bulan, yang kami tidak pernah tahu di mana dan 

seberapa luas kebun plasma punya kami. Banyak warga kami yang tidak bisa bekerja di 
perusahaan, ada beberapa orang, itu pun hanya sebagai buruh kasar΄, ujar Yulius Masinau, 

Kepala Kampung Ninjemur, yang tanah adatnya (Marga Masinau) masuk dalam area izin 

perkebunan sawit milik PT IKS. 
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Ternyata, sengkarut investasi sawit tersebut tak hanya terjadi di Kabupaten Sorong, Provinsi 

Papua Barat Daya. Kegagalan investasi sawit ini terjadi juga di Kabupaten Keerom, Provinsi 
Papua.  

 

Terletak di sebelah utara Papua, Keerom merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan 
langsung dengan Papua Nugini. Keerom memendam sejarah panjang yang menyatukan tiga 

dinamika yang saling terkait, yaitu pendudukan perusahaan sawit, gerakan tentara 

pembebasan nasional, dan kisah penaklukan oleh kekuatan koersif militer Indonesia.  

 
Ketiganya telah menciptakan pertemuan menyakitkan antara masyarakat asli dan kekerasan 

yang mendalam, dampak sosio-ekonomi perkebunan monokultur dalam hal ini sawit, dan 

dampak lokal dari ditegakkannya ekstraktivisme agraria yang mengakibatkan perampasan 
tanah, perubahan ekologis dan peluang ekonomi yang sangat terbatas bagi masyarakat 

(Moran, 2016; Elisabeth, 2018). 

 

Rezim militer Soeharto menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai daerah operasi militer, 
yang bersatu padu dengan program pembangunan dan modernisasi, salah satunya membawa 

bisnis sawit ke wilayah konflik tersebut. Di bawah bendera Perusahaan Perkebunan Sawit 

Negara (PTPN II), investasi sawit dipromosikan sebagai bala pendudukan dengan janji 

membawa kemakmuran, kelimpahan dan kemajuan bagi masyarakat asli. 
 

Namun, kini janji kemakmuran yang terus didengungkan oleh negara runtuh seketika menjadi 

kepingan kecil, ketika perkebunan ini berhenti beroperasi sejak 2018 lalu. Hampir seluruh 
infrastruktur ekstraksinya telah tertutup. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kini menjadi tumpukan 

besi rongsokan yang berkarat. Ribuan tanah terbengkalai, serta pohon-pohon sawit yang kian 

lama menua dan tidak terurus - mati meranggas. 
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Nasib naas menimpa para petani plasma, yang sebagian besar para transmigran. Mereka dulu 

dipaksa menanam sawit dengan iming-iming kesejahteraan, sekarang kebingungan untuk 
menjual buah sawit segar mereka, karena akan busuk dalam waktu 48 jam setelah 

pemanenan. Sebagian dari mereka malah meninggalkan hutang, karena minimnya 

pendapatan dan semakin besarnya biaya hidup. Pak Puji, salah satu warga transmigran, 
menceritakan bagaimana ia sampai ke Arso dan mengenang masa kejayaan sawit di sana 

 

;Saya datang dari Jawa Timur. Waktu itu tanah sudah semakin sulit. Sebelum ke sini (Arso), 

saya menjadi buruh di luar negeri selama hampir sepuluh tahun. Saya dengar dari orang-
orang tua di kampung kalau program transmigrasi dibuka, walaupun waktu itu saya tidak tahu 

akan di tempatkan dimana. Singkat cerita, tiba saya di sana. Waktu itu daerah masih rawan, 

buah sawit juga masih seperti buah-buah pasir. Tahun 2000an sawit sudah tumbuh dan 
menghasilkan pendapatan bagi kami. Dulu waktu sawit jaya-jayanya daerah sini banyak ojek 

dan orang-orang berjualan, tidak sunyi seperti sekarang. Semua itu sudah susah sekarang΄, 

kenang Puji. 

 
Apa yang terjadi di Papua, digambarkan oleh Tania Li  dan Semedi sebagai ͺdunia dalam 

perkebunanͻ. Budidaya tanaman tunggal yang memusnahkan spesies lain, pembagian kerja 

berdasarkan tugas, tata letak yang teratur, pengawasan yang ketat, dan tentu hukum pasar, 

uang, utang, dan relasi upahan menyerap dalam kehidupan orang-orang sehari-hari (Li & 
Semedi, 2021).  

 

Ledakan komoditas (commodity boom) telah membuat pemerintah buta terhadap konsepsi 
pembangunan pedesaan di Tanah Papua. Iming-iming investasi yang akan mendatangkan 

efek terhadap percepatan pembangunan, telah menjadi jebakan bagi pembangunan di Tanah 

Papua.  

 
Tidak hanya kegagalan investasi, ledakan komoditas sawit ikut mengubah perilaku 

masyarakat desa menjadi masyarakat konsumtif dan individualis. Tania Li dalam bukunya 

yang berjudul Landͻs End: Capitalist Relation on An Indigenous Frontier menggambarkan ini 

sebagai dampak dari boom crops, yang telah menciptakan struktur kemiskinan di daerah 
pedesaan di Indonesia. 

 

0ͯ0ͯ  
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Tanah Papua memiliki sejarah panjang investasi di perkebunan sawit. Di mulai sejak 1982, 

Presiden Soeharto melalui program transmigrasinya membuka perkebunan sawit pertama di 
Tanah Papua, yang saat ini berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. 

Pembukaan kebun sawit ini dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (Atek, 2014; 

Alimuddin, 2019; Qistiyanto, 2022). 
 

Masuknya PTPN II di Keerom merupakan sebuah cerita panjang dari wajah bengis berkedok 

investasi oleh rezim Orde Baru. Rezim Soeharto menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai 

daerah operasi militer, yang memfasilitasi kekerasan bersenjata terhadap penentang politik 
kolonial negara (Walhi & TuK Indonesia, 2017).  

 

Pada 1978, misalnya, tercatat serangan udara dan penyisiran di Arso-Waris termasuk 
kampung-kampung di sepanjang perbatasan utara Papua Nugini. Akibatnya, banyak dari 

masyarakat asli terusir dari kampung-kampung asli mereka. 

 

Untuk mengikis ruang gerak tentara pembebasan nasional (TPN OPM), perkebunan sawit 
pertama di Tanah Papua mulai dikerahkan. Seorang asisten manajer menyebutnya dengan 

istilah ͺkebun politikͻ, yang menggambarkan persimpangan motif keamanan dan ekonomi 

sejak awal perkebunan sawit ini didatangkan dari Tanjung Morawa, Sumatera Utara (pusatnya 

PTPN II).  
 

Cerita pengambilalihan tanah masyarakat asli kemudian mengiringi awal pendudukan 

perkebunan sawit. Perampasan dan pengusiran, memainkan peran terbesar untuk mengambil 
alih tanah dengan cara termurah untuk perkebunan sawit negara. Seorang tetua adat, Servo 

Tuamis, sambil memperlihatkan dokumen pelepasan hak atas tanah adat menceritakan 

bagaimana keadaan pada tahun-tahun tersebut.  

 
 ;Pada saat itu, Arso-Waris menjadi wilayah rawan. Banyak tentara karena daerah operasi 

militer. Orang-orang pergi keluar dari kampung di masa penuh gejolak. Waktu itu, tinggal 

beberapa orang yang ada, termasuk saya sendiri. Tekanan keras dirasakan. Tidak ada yang 

boleh melarang perkebunan sawit. Tidak boleh menuntut ini dan itu. Kalau hutan dan dusun 
sagu kami pertahankan, berarti kami dianggap berkomplot dengan TPN OPM΄, ujar Servo 

Tumis. 

 
Dengan desakan, stigma, persetujuan yang dipalsukan militer saat itu, masyarakat asli 

terpaksa menyerahkan tanahnya dengan menandatangani surat perjanjian pelepasan tanah, 

tanpa ganti rugi. Luasnya 50.000 hektar yang mencakup wilayah adat Abrab, Marab, dan 

Manem. Mereka yang bersikeras untuk mempertahankan tanahnya akan dicap bagian dari 
TPN OPM.  

 

Perampasan tanah besar-besaran ini juga menekan masyarakat asli yang bergantung pada 

hutan untuk berburu serta reproduksi biologis dan budaya, sehingga menciptakan perubahan 
sosial masyarakat yang luar biasa. Bagi Gudynas, rangkaian ini disebut 'extrahección' yang 

berarti 'mencabut dengan kekerasan', dimana relasi manusia dan alam terpisahkan, terutama 

jika dilakukan dengan kekerasan (Gudynas, 2018). 
 

0ͯ0ͯ  
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Tak butuh waktu lama. Hamparan sawit mulai banyak muncul di Tanah Papua. Berdasarkan 

data statistik luas tutupan sawit di Indonesia pada 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pertanian, di Tanah Papua sudah tumbuh sawit seluas 169.152 hektare. Budidaya sawit ini 

menyebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat 

dan Provinsi Papua Barat Daya. Sebaran kabupatennya sebanyak 12 kabupaten. Terluas 
ditanam di Kabupaten Merauke, dengan hamparan seluas 34.282 hektare (Kementerian 

Pertanian, 2019). 

 

Tabel 1. Luas Tutupan Sawit di Tanah Papua 
 

No Provinsi 
Luas 
Lahan 
(Ha) 

1 Provinsi Papua   

  Kab. Jayapura 18.053 

  Kab. Keerom 23.113 

  Kab. Nabire 8.524 

2 Provinsi Papua Selatan   

  Kab. Merauke 34.282 

  Kab. Boven Digoel 23.275 

  Kab. Mappi 3.246 

3 Provinsi Papua Barat   

  Kab. Manokwari 22.422 

  Kab. Fakfak 2.559 

  Kab. Teluk Bintuni 7.498 

4 Provinsi Papua Barat Daya   

  Kab. Sorong 18.966 

  Kab. Sorong Selatan 3.699 

  Kab. Maybrat 3.509 

  TOTAL 169.152 

 
Sumber: Kementerian Pertanian, 2019 

 
 

Meski data tutupan sawit di Tanah Papua baru seluas 169.152 hektare, tapi lahan yang sudah 

diterbitkan izin sawit sudah mencapai 1.571.696 hektare, yang terdiri dari 58 Izin Usaha 
Perkebunan (IUP) (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2022; KPK, 2018; Kementerian 

Pertanian 2018). Luas ini setara dengan 23 kali luas daratan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 
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Serbuan investasi sawit ini terjadi karena mulai menurunnya ekonomi kayu di Tanah Papua. 

Banyak perusahaan penguasa HPH yang tidak beroperasi di sekitaran tahun 2000an 
(Andrianto et al, 2019). Selain itu, runtuhnya rezim Soeharto juga ikut membuat kroninya 

sebagai penguasa HPH di Papua mulai menemukan hambatan usaha, termasuk dikejar 

kewajiban terhadap persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 
 

Tabel 2. Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Sawit  
di Tanah Papua 

 

No Nama Perusahaan Provinsi Kabupaten/Kota 
Luas Lahan 

(Ha) 

1 PT Cipta Papua Plantation Papua Barat Daya Sorong 15.671 

2 PT Henrison Inti Persada Papua Barat Daya Sorong 32.546 

3 PT Inti Kebun Lestari Papua Barat Daya Sorong 34.400 

4 PT Inti Kebun Sawit Papua Barat Daya Sorong 37.000 

5 PT Papua Lestari Abadi Papua Barat Daya Sorong 15.631 

6 PT Sorong Agro Sawitindo Papua Barat Daya Sorong 40.000 

7 PT Inti Kebun Sejahtera Papua Barat Daya Sorong 38.300 

8 PT Anugrah Sakti Internusa Papua Barat Daya Sorong Selatan 14.667 

9 PT Internusa Jaya Sejahtera Papua Barat Daya Sorong Selatan 4.950 

10 PT Permata Putera Mandiri Papua Barat Daya Sorong Selatan 40.000 

11 PT Putera Manunggal Perkasa Papua Barat Daya Sorong Selatan 25.159 

12 PT Persada Utama Agromulia Papua Barat Daya Sorong Selatan 12.100 

13 PT Varia Mitra Andalan Papua Barat Daya Sorong Selatan 23.000 

14 PT Pusaka Agro Makmur Papua Barat Daya Maybrat 40.000 

15 PT Rimbun Sawit Papua Papua Barat Fakfak 32.036 

16 PT Permata Sawit Mas Papua Barat Manokwari 3.300 

17 PT Medco Papua Hijau Selaras Papua Barat Manokwari 13.850 

18 PT Anugerah Papua Investindo Utama Papua Barat Manokwari Selatan 34.400 

19 PT Mitra Sylva Lestari Papua Barat Manokwari Selatan 15.664 

20 PT Varia Maju Tama (baru) Papua Barat Teluk Bintuni 17.270 

21 PT Varia Maju Tama (lama) Papua Barat Teluk Bintuni 35.371 

22 PT Bintuni Sawit Makmur Papua Barat Teluk Bintuni 11.776 

23 PT HCW Papua Plantation Papua Barat Teluk Bintuni 24.462 

24 PT Subur Karunia Raya Papua Barat Teluk Bintuni 38.770 

25 PT Menara Wasior Papua Barat Teluk Wondama 28.880 

26 PT Mega Surya Mas Papua Jayapura 13.389 

27 PT Siringgo-ringgo Papua Jayapura 29.278 

28 PT Permata Nusa Mandiri Papua Jayapura 30.920 

29 PT Daya Indah Nusantara Papua Jayapura 10.576 

30 PT Wira Antara Papua Jayapura 13.389 

31 PT Palawoy Abadi Papua Keerom 600 

32 PT Tandan Sawit Papua Papua Keerom 18.337 
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33 PT Victory Cemerlang Indonesia Papua Keerom 4.855 

34 PT Patria Agri Lestari Papua Keerom 8.100 

35 PT Sawit Makmur Abadi Papua Nabire 40.000 

36 PT Nabire Baru Papua Nabire 17.000 

37 PT Sariwana Adi Perkasa Papua Nabire 8.950 

38 PT Indo Primadona Perkasa Papua Nabire 14.000 

39 PT Tunas Sawa Erma Papua Selatan Boven Digoel 30.001 

40 PT Megakarya Jaya Raya Papua Selatan Boven Digoel 39.920 

41 PT Graha Kencana Mulia Papua Selatan Boven Digoel 39.725 

42 PT Energi Samudera Kencana Papua Selatan Boven Digoel 38.525 

43 PT Trimegah Raya Utama Papua Selatan Boven Digoel 39.190 

44 PT Kartika Cipta Pratama Papua Selatan Boven Digoel 39.160 

45 PT Manunggal Sukses Mandiri Papua Selatan Boven Digoel 39.440 

46 PT Usaha Nabati Terpadu Papua Selatan Boven Digoel 37.010 

47 PT Karya Bumi Papua Papua Selatan Merauke 17.500 

48 PT Cenderawasih Jaya Mandiri Papua Selatan Merauke 29.000 

49 PT Sawit Nusa Timur Papua Selatan Merauke 35.297 

50 PT Bio Inti Agrindo Papua Selatan Merauke 39.900 

51 PT Dongin Prabhawa Papua Selatan Merauke 34.057 

52 PT Berkat Cipta Abadi Papua Selatan Merauke 29.070 

53 PT Papua Agro Lestari Papua Selatan Merauke 32.347 

54 PT Agrinusa Persada Mulia Papua Selatan Merauke 39.692 

55 PT Agriprima Cipta Persada Papua Selatan Merauke 34.869 

56 PT Internusa Jaya Sejahtera Papua Selatan Merauke 18.587 

57 PT Pusaka Agro Lestari Papua Tengah Mimika 35.759 

58 PT Tunas Agung Sejahtera Papua Tengah Mimika 39.500 

  TOTAL 1.571.696 

 
Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2022; KPK, 2018  

dan Kementerian Pertanian 2018 

 

 
Terjadi alih fungsi HPH menjadi izin sawit. Lahan-lahan HPH yang sudah tidak beroperasi 

dialihkan menjadi perkebunan sawit. Salah satunya adalah PT HIP. Di area perkebunan sawit 

yang berada di Distrik Klamono Kabupaten Sorong merupakan bekas area HPH dari Kayu 

Lapis Indonesia Grup (KLIG). Izin HPH dipegang oleh anak usahanya, yaitu PT Intimpura 
Timber. KLIG adalah perusahaan HPH terbesar di Papua dengan penguasaan lahan sebesar 

1,4 juta hektare. Di Kabupaten Sorong sendiri, PT Intimpura Timber menguasai 333 ribu 

hektare lahan (Franky & Morgan, 2015). Di lahan inilah PT HIP berkebun sawit. 

 
Sejarah peralihan penguasaan lahan ini masih terekam di benak Aser Ulimene, Kepala Adat 

Marga Do-Klasibin, yang juga pernah bekerja di PT Intimpura dan baru saja dirumahkan oleh 

PT HIP. 
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;Di area ini (PT HIP) dulu dikelola oleh PT Intimpura Timber, perusahaan kayu. Mereka 
beroperasi sejak 1992. Beberapa warga kami bekerja di perusahaan ini, termasuk saya. Pada 

2003, PT HIP mulai masuk ke sini. Mereka mengumpulkan kepala-kepala adat dan meminta 

tanah adat untuk dikelola menjadi perkebunan sawit΄, ujar Aser Ulimene. 
 

Tidak saja di Distrik Klamono, PT Intimpura Timber juga mengalihkan HPH mereka menjadi 

perkebunan sawit di Distrik Moisigin. Bermodalkan bekas area HPH, PT Inti Kebun Sejahtera 

mendapatkan penguasaan lahan berupa IUP Sawit dari pemerintah daerah, yang luasnya 
mencapai 37.000 hektare. Selain PT Inti Kebun Sejahtera, lahan bekas HPH tersebut juga 

dikelola oleh PT Inti Kebun Sawit dengan luas 37.000 dan PT Inti Kebun Lestari seluas 34.400 

hektare. Pola pengalihan HPH menjadi kebun sawit ini menjadi tren beberapa wilayah di 
Papua. 

 

Berbeda halnya dengan cerita perkebunan kelapa sawit di Sorong, PTPN 2 tidak dimulai dari 

pengalihan HPH melainkan sejak awal diperuntukkan untuk komoditas kelapa sawit dan tentu 
menundukkan tentara pembebasan nasional yang dulunya berpusat di Arso.  

 

Ibarat berkembang seperti lumut di musim penghujan, perkebunan kelapa sawit menjadi 

semakin meluas. Kita bisa melihat dari meluasnya konsesi di Keerom yang mencakup lima 
perkebunan baru, yaitu PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries, PT Future Agropia 

Indonesia, PT Bumi Irian Perkasa, PT Paloway Abadi dan yang terluas PT Tandan Sawita 

Papua. 
 

  

11 


